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Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil kegiatan yang 
dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam 
menyelesaikan studi pada konsentrasi Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung sejak 02 Januari s.d. 31 
Januari 2020 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI pada Bidang 
Perencanaan Diklat. Selama melaksanan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas 
yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan peserta Magang/PKL, seperti 
melakukan pengadministrasian dan pembekalan peserta Magang/PKL, serta sedikit 
mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh jabatan fungsional (widyaiswara) yaitu 
penyusunan kurikulum dengan mengikuti beberapa rapat yang diadakan dalam kegiatan 
umum Bidang Perencanan Diklat. 
 
Praktik Kerja Lapangan ini sangat bermanfaat baik semua pihak yang terlibat, baik 
mahasiswa, instansi maupun kampus UNJ sebagai lembaga pendidikan dalam 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan pengetahuan dan 
keahlian yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Hasil dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mendapatkan banyak pengalaman serta 
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A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan zaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saat ini 
sangat berkembang pesat dan sudah memasuki era globalisasi industri 4.0. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak jauh kaitannya dengan 
dunia pendidikan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari mana saja, salah 
satunya yang sangat melekat dengan ilmu pengetahuan adalah dunia pendidikan. 
Pendidikan merupakan suatu proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan 
terhadap semua kemampuan dan potensi. Didasarkan pada Undang-undang 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara (Kemendikbud, 2003). Persaingan dalam dunia 
kerja di masa mendatang akan menjadi sangat ketat. Bukan hanya pengetahuan 
yang dibutuhkan tetapi keterampilan atau skill juga dibutuhkan dalam dunia 
kerja. Maka dari itu setiap lembaga pendidikan harus memperhatikan tuntutan 
dalam dunia kerja di masa mendatang. Hal ini penting untuk melatih peserta 





Dengan adanya pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas, yang nantinya SDM tersebut dapat memberikan 
perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu negara, dan pendidikan saat ini 
dituntut untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas. Menghasilkan SDM 
yang berkualitas juga membutuhkan pelatihan untuk mengasah kemampuan 
sumber daya manusia itu sendiri. Pelatihan sumber daya manusia merupakan 
kemestian bagi setiap organisasi maupun lembaga, karena penempatan sumber 
daya manusia secara langsung tanpa pembekalan atau pelatihan dalam pekerjaan 
tidak menjamin mereka akan berhasil. Sumber daya manusia yang baru sering 
merasa tidak pasti tentang peranan dan tanggung jawabnya dalam lembaga 
tempat ia bekerja. Oleh karena itu, kepada mereka semestinya diadakan 
pembekalan berupa pelatihan yang menjurus kepada bertambahnya kemampuan 
dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lembaga 
tersebut. Pelatihan adalah suatu pendidikan jangka pendek untuk mengajarkan 
ilmu pengetahuan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga karyawan memberikan 
kontribusi terhadap instansi melalui kemampuan keterampilan yang telah 
didapat dan diaplikasikan dalam pekerjaannya serta terus-menerus untuk 
meningkatkan kualitas kerja (Elfrianto, 2016).  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) menjadi salah satu wadah 
untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Salah satunya yaitu 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI yang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan 





di Setjen dan BK DPR RI. Semua CPNS dan PNS yang akan menjadi pegawai 
dan bekerja di Setjen dan BK DPR RI harus mengikuti pendidikan dan pelatihan 
sebelum mengampu jabatan atau ingin naik jabatan. Pendidikan dan pelatihan 
yang dilaksanakan harus sesuai dengan jabatan yang dimiliki atau jabatan yang 
dipilih, dan harus lulus di semua uji kompetensi. Dengan mengikuti pendidikan 
dan pelatihan disetiap instansi pemerintah ataupun instansi swasta, sumber daya 
manusia akan memiliki bekal dan kemampuan yang bagus karena sudah lulus 
dalam mengikuti pendidikan ataupun pelatihan yang dilaksanakan setiap 
instansi, hal ini berdampak baik bagi kemajuan kualitas sumber daya manusia 
karena akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten 
dalam dunia kerja. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat 
kelulusan untuk mendapat gelar sarjana (S.Pd) di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mempelajari dan memahami bidang kerja pada tempat praktikan 
PKL, yaitu pada bagian pendidikan dan pelatihan yang sesuai 
dengan program studi yaitu pendidikan ekonomi. 





tenaga kerja yang mandiri dan profesional dalam menghadapi 
tantangan di dunia kerja. 
d. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah praktikan dapatkan 
di bangku perkuliahan untuk diterapkan di dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
2. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
a. Menambah dan meningkatkan wawasan untuk praktikan di bidang 
pendidikan dan pelatihan. 
b. Memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan gambaran nyata 
mengenai dunia kerja yang sesungguhnya yang tentunya tidak 
didapatkan di bangku perkuliahan. 
c. Menambah relasi pada praktikan untuk mempersiapkan diri menuju 
dunia kerja. 
d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, disiplin, dan 
bertanggung jawab di dunia kerja untuk tercapainya sebuah tujuan. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah manfaat-manfaat 
pelaksanaan kegiatannya. Manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh 
pratktikan, melainkan bagi pihak universitas, khususnya bagi Program Studi 
S1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, dan 





1. Bagi Praktikan 
a. Salah satu bentuk persyaratan yang harus ditempuh agar dapat 
lulus Mata Kuliah PKL dan memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan 
b. Mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang 
dimiliki dengan praktik teknis di lapangan 
c. Sarana bagi praktikan untuk melatih diri dalam menyelesaikan 
masalah dan pengambilan keputusan di dunia kerja 
d. Menambah dan meningkatkan pengalaman di dunia kerja 
e. Membangun relasi antara mahasiswa dengan instansi atau 
perusahaan terkait. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Mempersiapkan lulusan Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi yang berkompetensi. 
b. Mengetahui kemampuan mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan 
Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi dalam 
menerapkan ilmu yang telah didapatkannya di dunia kerja. 
c. Membangun relasi antara instansi dengan Program Studi S1 
Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
dan memperbesar kesempatan instansi atau perusahaan untuk  
merektrut mahasiswa  di masa mendatang. 





menyempurnakan kurikulum di Program Studi S1 Pendidikan 
Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
e. Mengetahui penilaian instansi atau perusahaan atas mahasiswa 
Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi FE UNJ. 
3. Bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI 
a. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
antara pihak fakultas dengan instansi atau perusahaan. 
b. Memungkinkan instansi atau perusahaan untuk merekrut mahasiswa 
atau mahasiswi Universitas Negeri Jakarta di tempatnya. 
c. Memberikan saran-saran yang dapat membangun dan meningkatkan 
kualitas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 
d. Memberikan kriteria tenaga pekerja yang dibutuhkan oleh 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 
e. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 
dan kelembagaan. 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan memilih Bidang Perencanaan Diklat Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai tempat 
pelaksanaan PKL, karena didasari oleh rasa keingintahuan praktikan 
mengenai pendidikan dan pelatihan dasar CPNS dan PNS Setjen dan BK 





yang akan digunakan dalam pelatihan dasar yang dilakukan. Praktikan 
tertarik untuk memahami lebih dalam fungsi Pusdiklat Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI sebagai salah satu instansi yang mengadakan 
pendidikan dan pelatihan dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Setjen dan 
BK DPR RI. Di bawah ini, praktikan akan uraikan informasi mengenai 
Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI. 
Nama Lembaga : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan 
Badan Keahlian DPR RI 
Alamat : 
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan 
Jakarta 10270 – Indonesia 
Telepon/Fax : (021) 5715 624 / (021) 5715 809 
Email : 
  pusdiklat@dpr.go.id 
 
E. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 22 (dua puluh  dua) 
hari terhitung sejak tanggal 2 Januari – 31 Januari 2020 dengan hari kerja, yaitu 
Senin - Jumat, dimulai dari pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB. Adapun 
dalam melaksanakan kegiatan PKL dan penulisan laporannya melalui beberapa 
tahapan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan 
kegiatan PKL. Pada tahap ini praktikan menyiapkan seluruh persyaratan 
yang dibutuhkan dalam rangka melamar ke perusahaan yang akan dituju. 





mencari informasi PKL/Magang di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
melalui web Pusdiklat DPR RI dan mendatangkan langsung kantor 
Pusdiklat untuk mendapat informasi lebih lanjut, dengan pesyaratan surat 
permohonan yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan PKL 
dikarenakan kuota yang penuh dalam pendaftaran jika tidak diajukan 
sebelumnya.  Setelah itu, pada bulan Agustus 2019 praktikan mengurus 
segala kebutuhan administrasi, salah satunya dengan membuat Surat 
Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Negeri Jakarta. 
Tahap dari pembuatan surat dimulai dengan mengajukan permohonan 
pembuatan Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan ke BAKHUM 
melalui Fakultas Ekonomi, lalu praktikan melakukan  login ke web 
SIPERMAWA untuk membuat surat. Praktikan menunggu hingga surat 
tersebut diproses oleh BAKHUM hingga kemudian praktikan mengambil 
surat tersebut dari BAKHUM.  
Praktikan mengajukan surat permohonan untuk diajukan ke 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI. Setelah surat permohonan selesai dibuat, 
pada bulan September praktikan langsung memberikan surat tersebut 
kepada Bidang Perencanaan Diklat Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI  
(Lampiran 1). Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2019 pihak Pusdiklat 
Setjen dan BK DPR RI memberikan surat konfirmasi atau balasan yang 
memberikan informasi bahwa permohonan praktikan untuk melaksanakan 






2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari 
tanggal 2 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020. Pelaksanaan PKL setiap harinya 
dilakukan pada hari Senin - Jumat dengan jam kerja dimulai pada pukul 
08.00 WIB sampai dengan jam selesai kerja pada pukul 16.30 WIB untuk 
hari Senin - Kamis, dan pukul 17.00 pada hari Jumat. Praktikan 
melaksanakan PKL selama kurun waktu 22 hari kerja dan ditempatkan di 
Bidang Perencanaan Diklat Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI. 
3. Tahap Pelaporan 
Setelah kegiatan PKL selesai, praktikan diwajibkan untuk membuat 
laporan mengenai kegiatan selama PKL yang telah dilaksanakan praktikan. 
Penyusunan laporan PKL dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan 
laporan PKL selesai disusun dan direncanakan mulai bimbingan pada bulan 
April 2020. 
Tabel I.1 Waktu Tahap Pelaksanaan PKL 
 








Ags Sept Des Jan Feb Mar Apr 

















TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah 










Gambar II.1 Logo Setjen dan BK DPR RI 
Sumber: pusdiklat.dpr.go.id/ 
 
Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI merupakan unsur penunjang 
DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan BK 
DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah 
aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada 





oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan 
Keahlian.  
Dahulu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 
kediklatan adalah Bagian Diklat yang berada di bawah Biro Keanggotaan 
dan Kepegawaian. Bagian Diklat terdiri dari Sub Bagian Penyusunan 
Program, Sub Bagian Penyelenggaraan Diklat, dan Evaluasi. Namun, 
karena jabatan yang dibinanya membutuhkan peningkatan yang lebih tinggi 
untuk menjalankan tugasnya, maka posisi Bagian Diklat harus ditingkatkan 
ke tingkat pusat menjadi Pusdiklat bukan lagi Bagian Diklat dan langsung 
dibawahi oleh Setjen dan BK DPR RI. Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
didirikan tahun 2016 yang membawahi 3 (tiga) bagian yaitu, Bidang 
Perencanaan Diklat, Bidang Pelaksanaan Diklat, dan Bidang Evaluasi 
Diklat. 
2. Visi dan Misi Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
Visi 
Pusat Pembentuk Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
yang Unggul dan Kompeten dalam Memberikan Dukungan Administrasi, 
Persidangan dan Keahlian kepada DPR RI. 
Misi 
1) Mewujudkan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 
RI yang Unggul dan Kompeten; 
2) Mewujudkan kelembagaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 





kredibel, dan imparsial. 
B. Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi 
kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil 
pertimbangan dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan 
kekuasaan, tanggung jawab, spesialisasi setiap anggota organisasi (Budiasih, 
2018). Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 
pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
(selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI). Fungsi Pusdiklat adalah:  
a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusdiklat;  
b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusdiklat;  
c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusdiklat; 
d. Pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Pusdiklat;  
e. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang diklat;  
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang diklat;  
g. Perencanaan diklat;  
h. Pelaksanaan diklat;  
i. Pelaksanaan evaluasi diklat;  
j. Pelaksanaan tata usaha Pusdiklat;dan  
k. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal. 
Struktur Organisasi Pusdiklat terdiri atas 1 (satu) eselon II, 3 (tiga) eselon 





Umum. Struktur Organisasi Pusdiklat dapat dilihat sebagai berikut: 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 




1. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Bidang Perencanaan Diklat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 
penyusunan program pendidikan dan pelatihan. 
2. Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. 
3. Bidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 
Bidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 
melaksanakan evaluasi diklat. 
4. Sub Bagian Tata Usaha 





mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi 
Pusdiklat, bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 
C. Kegiatan Umum Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
 
Kegiatan umum yang dilakukan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahilan DPR RI, dapat dilihat dari bagian tugas yang dilakukan oleh masing-
masing bidang yaitu, Bidang Perencanaan Diklat, Bidang Pelaksanaan Diklat, 
dan Bidang Evaluasi Diklat. 
1. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Bidang Perencanaan Diklat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 
penyusunan program pendidikan dan pelatihan dan melakukan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut: 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan 
Diklat;  
b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang perencanaan diklat; 
c. Pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan diklat; 
d. Penyusunan rencana dan program diklat;  
e. Penyusunan kurikulum diklat;  
f. Pengkajian dan pengembangan kurikulum;  
g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala 
Pusdiklat;dan  







2. Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  
Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang pelaksanaan 
diklat;  
b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan;  
c. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan diklat;  
d. Pelaksanaan diklat;  
e. Pelaksanaan uji kompetensi;  
f. Evaluasi pencapaian kinerja Bidang Pelaksanaan Diklat; 
g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala pusat 
pendidikan dan pelatihan;dan 
h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Pusdiklat. 
3. Bidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 
Bidang Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan 
evaluasi diklat. 
a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang evaluasi diklat; 
b. Penyusunan bahan kegiatan di bidang evaluasi diklat; 
c. Pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi diklat; 
d. Pelaksanaan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan 





e. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan; 
f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan 
pelaksanaan diklat; 
g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala Pusdiklat; 
dan 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahalian DPR RI. Praktikan menjalankan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) selama 22 hari kerja (terhitung dari 02 Januari 2020 
- 31 Januari 2020) dan praktikan ditempatkan pada Bidang Perencanaan 
Diklat Setjen dan BK DPR RI. Posisi praktikan dalam Bidang Perencanaan 
Diklat ditempatkan pada posisi jabatan teknis analis diklat yang 
melaksanakan pembuatan bahan kebijakan dan laporan kinerja akhir tahun 
bidang perencanaan diklat, pembekalan peserta Magang/PKL, dan 
mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh jabatan fungsional (widyaiswara) 
yaitu penyusunan kurikulum dengan mengikuti beberapa rapat dan kegiatan 
diklat yang diadakan dalam kegiatan umum Bidang Perencanan Diklat.  
Secara umum, Bidang Perencanaan Diklat mempunyai tugas dalam 
melaksanakan pelayanan terhadap penerimaan dan penyaluran peserta 
PKL/Magang/Penelitian di seluruh unit kerja DPR RI, penyusunan rencana 
kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan Diklat, penyusunan bahan 
kegiatan, penyusunan rencana dan program diklat, penyusunan kurikulum, 
dan pengkajian pengembangan kurikulum, serta menyusun laporan akhir 
tahun PKL/Magang/Penelitian beserta Laporan Kinerja. Berdasarkan 
gamabaran tugas/pekerjaan yang dilakukan Bidang Perencanaan Diklat di 
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atas maka bidang kerja yang dikerjakan praktikan sehubungan dengan 
bidang kerja tersebut dan membantu pegawai Bidang Perencanaan Diklat 
dalam mengerjakan pekerjaan. 
Dalam hal ini, bidang kerja yang dilakukan praktikan selama 
melakukan Praktik Kerja Lapangan di Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut: 
1. Mengikuti dan membantu proses pembuatan kurikulum, membantu 
pembuatan bahan ajar dan bahan tayang dengan desai infografis untuk 
kegiatan diklat, dan mengikuti kegiatan diklat MS Office 
2. Mengikuti rapat Pembahasan Tindak lanjut Penyusunan Kurikulum dan 
Modul Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah 
Legislatif 
3. Mengikuti rapat Pembahasan Perencanaan Pengembangan Kompetensi 
Tenaga Medis Bagaian Pelayanan Kesehatan 
4. Membantu Rapat Koordinasi dan memberikan pembekalan kepada peserta 
Magang dan PKL 
5. Membantu sedikit pekerjaan membuat Nota Dinas, surat selesai dan 
sertifikat peserta PKL/Magang/Penelitian 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mulai melaksanakan PKL pada hari Kamis, 02 Januari 2020. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada setiap hari kerja Senin s.d. Jumat 
dari pukul 08.00 – 16.30 WIB. Pada hari pertama, praktikan datang ke Gedung 
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Nusantara II di Ruang Pansus B untuk mendapatkan pembekalan magang di 
Setjen dan BK DPR RI. Setelah itu, praktikan dikondisikan untuk tour building 
berkunjung ke museum DPR RI dan melihat Ruang Sidang I Paripurna. 
Kemudian, praktikan bertemu dengan Pak Arthano selaku Analis Diklat Bidang 
Perencanaan Diklat Setjen dan BK DPR RI untuk diberikan arahan dan 
penempatan divisi kerja, praktikan ditempatkan di Bidang Perencanaan Diklat 
yang berada di Gedung Setjen dan BK DPR RI lantai 4 (empat). Praktikan 
diperkenalkan dengan Bapak Walidi, S.IP., M.A.P., selaku Kepala Bidang 
Perencanaan Diklat dan diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas apa saja 
yang dilakukan Bidang Perencanaan Diklat Setjen dan BK DPR RI serta 
pembimbing yang akan membimbing praktikan di bagian unit kerja Perencanaan 
Diklat. 
Praktikan ditempatkan pada bagian Analis Diklat dalam pelayanan 
peserta Magang/PKL, membuat laporan kinerja, dan pembuatan kurikulum 
termasuk juga bahan ajar dan bahan tayang untuk kegiatan diklat, praktikan 
dibimbing oleh Bapak Arthano Wibowo, S.Pd., selaku Analis Diklat di Bidang 
Perencanan Diklat. Praktikan diberikan gambaran tentang keadaan lingkungan 
tempat praktik dan wawasan mengenai pekerjaan atau tugas yang akan 
dilaksanakan parktikan selama PKL. Pekerjaan yang dilaksanakan praktikan 
pada saat PKL di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI, sebagai berikut: 
1. Mengikuti dan Membantu Proses Pembuatan Kurikulum, Membantu 
Pembuatan Bahan Ajar dan Bahan Tayang dengan Desain Infografis 
untuk Kegiatan Diklat, dan Mengikuti Kegiatan Diklat MS Office 
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Praktikan membantu proses pembuatan kurikulum diawali dengan 
rapat pembuatan kurikulum beserta modul. Setelah itu, praktikan diajarkan 
tahap-tahap dalam melaksanakan diklat dan yang harus dipersiapkan. 
Setelah kurikulum selesai dibuat selanjutnya adalah pembuatan modul, 
modul dibuat berdasarkan materi/standar kompetensi yang ada pada 
kurikulum. Di dalam modul berisi indikator-indikator materi setiap standar 
kompetensi dan soal evaluasi berupa uraian. Setelah itu, dibuat bahan ajar 
dan bahan tayang yang digunakan nanti pada pelaksanaan diklat.  
 
2. Membuat Konsep dan Power Point untuk Bahan Presentasi Acara 
Pertemuan Pusdiklat di Instansi Pemerintahan 
Setiap akhir tahun dari pelaksanaan tugas dan kegiatan yang 
dilakukan Bidang Perencanaan Diklat akan dievaluasi dan dibuat dalam 
bentuk laporan yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan inovasi-
inovasi baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Bidang 
Perencanaan Diklat Setjen dan BK DPR RI. Praktikan ditugaskan membuat 
konsep untuk menciptakan ide-ide baru yang akan dijadikan beberapa 
inovasi untuk mengembangkan pelayanan PKL/Magang/Penelitian Bidang 
Perencanaan Diklat. Praktikan juga ditugaskan untuk membuat power point  
yang berisi nama-nama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Instransi 
milik pemerintah yang akan digunakan sebagai media penyambutan 
Kapusdiklat instansi pemerintah dalam acara pertemuan Pusdiklat di 
instansi pemerintahan yang diadakan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI. 
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Gambar III.1 Tampilan Pembuatan Power Point Kapusdiklat Instansi Pemerintah 












Gamba III.2 Tampilan Konsep Pengembangan Layanan 







3. Mengikuti Pelaksanaan Rapat Pembahasan Rencana Diklat  
a. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan Kurikulum dan 
Modul Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten 
Perisalah Legislatif 
Pembahasan kegiatan rapat dilaksanakan bersama-sama 
dengan Bidang Kepegawaian, karena mencakup rencana diklat yang 
akan dilakukan berkaitan dengan pengembangan kompetensi-
kompetensi yang dibutuhkan pada rencana pendidikan dan pelatihan 
jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah 
Legislatif. Dalam rapat ini membahas mengenai kemajuan dalam 
penyusunan kurikulum dan modul untuk rencana diklat Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif. 
Bidang Perencanaan Diklat menetapkan tanggal untuk 
dilaksanakannya diklat pada tanggal 27 Juli 2020, tetapi juga harus 
ada kesepakatan bersama dengan Bidang Kepegawaian jika akan 
dilaksanakan diklat pada tanggal yang telah ditentukan. Sedangkan, 
kemajuan pembuatan modul masih dalam tahap proses pembuatan. 
Pokok permasalahan dalam rapat penyusunan kurikulum dan modul 
untuk jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah 
Legislatif ini yaitu, dengan tanggal yang sudah ditetapkan dan 





b. Rapat Pembahasan Perencanaan Pengembangan Kompetensi 
Tenaga Medis Bagian Pelayanan Kesehatan 
Pembahasan dalam rapat ini mengenai perencanaan 
pengembangan kompetensi tenaga medis pada bagian pelayanan 
kesehatan di Setjen dan BK DPR RI. Bidang Pelayanan Kesehatan 
membutuhkan diklat untuk memenuhi angka kredit, Pusdiklat Setjen 
dan BK DPR RI tidak dapat melakukan diklat tenaga medis karena 
bidang teknis tersebut memerlukan diklat khusus, sehingga tidak 
membuat kurikulum dan modul untuk diklat pelayanan kesehatan, 
tetapi hanya menyiapkan anggaran untuk diklat pelayanan 
kesehatan. Pegawai seperti dokter gigi dan pegawai kesehatan lain 
yang memiliki jabatan teknis pelayanan kesehatan tersebut harus 
mengikuti diklat di instansi luar yang biayanya mahal dan jauh 
bahkan diluar kota untuk membantu memenuhi angka kredit lebih 
cepat. Namun, terjadi kesalahpahaman dalam melakukan diklat 
diluar kota  yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan. Angka kredit 
yang ditetapkan untuk pelayanan kesehatan terbilang sedikit disetiap 
diklatnya, sehingga sulit untuk pegawai tenaga medis dalam 
memenuhi angka kredit. Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diluar 
memerlukan biaya yang mahal maka dari itu bidang pelayanan 
kesehatan mengusulkan untuk lebih dipermudah dalam memenuhi 
angka kredit, karena ada beberapa pelatihan yang tidak dihitung ke 
dalam angka kredit, sehingga membuat semakin sulit dalam 
25  
 
memenuhi angka kredit. 
4. Membantu Rapat Koordinasi dan Pembekalan Calon Peserta 
Magang/PKL 
Sebelum calon peserta melaksanakan Magang/PKL di Setjen dan 
BK DPR RI calon peserta diberikan pembekalan dan pengenalan 
lingkungan wilayah MPR dan DPR RI serta gedung tempat calon peserta 
akan melaksanakan Magang/PKL. Calon peserta Magang/PKL diwajibkan 
untuk mengikuti pembekalan di hari pertama Magang/PKL yang 
dilaksanakan serentak oleh Bidang Perencanaan Diklat sebelum 
melaksanakan Magang/PKL di bidang masing-masing. Pembekalan 
serentak dibagi menjadi dua yaitu untuk angkatan satu dilakukan pada bulan 
Januari dan angkatan dua dilakukan pada bulan Februari dengan jangka 
waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembekalan serentak bagi angkatan 
selanjutnya yaitu angkatan 3 (tiga) pada bulan Maret dan angkatan 4 (empat) 
pada bulan April. Praktikan membantu proses pembukaan pembekalan 
untuk calon peserta Magang/PKL angkatan 1 (satu) dan 2 (dua), praktikan 
membantu penerimaan tamu dan absensi peserta Magang/PKL pada 
pembekalan yang dilaksanakan, serta memberikan tanda pengenal peserta 
Magang/PKL, dan praktikan juga membantu memberikan pembekalan 
untuk peserta yang belum mengikuti pembekalan. Dalam pembekalan hal 
yang dijelaskan mengenai tata tertib Magang/PKL di Setjen dan BK DPR 




5. Membuat Sertifikat dan Nota Dinas Pembuatan Tanda Pengenal 
Di dalam lingkungan MPR dan DPR RI semua tamu ataupun 
pegawai harus menggunakan tanda pengenal, hal ini berlaku juga untuk 
peserta Magang/PKL. Peserta yang melaksanakan Magang/PKL di wilayah 
MPR dan DPR RI harus menggunakan tanda pengenal agar identitas dapat 
terlihat jelas oleh petugas PAMDAL (petugas pengamanan dalam). 
Praktikan membantu membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada 
PAMDAL untuk pembuatan tanda pengenal peserta Magang/PKL. 
Praktikan diberikan pekerjaan untuk membuat sertifikat dan menginput nilai 
peserta yang berasal dari bidang unit kerja masing-masing. Praktikan 
membuat sertifikat dan menginput penilaian menggunakan MS Word yang 
disinkronkan secara otomatis dengan Mailings ke data entry daftar peserta 
Magang/PKL yang telah dibuat pertama kali dengan MS Excel dan nilai 
peserta yang diperoleh dari penilaian di bagian unit kerja masing-masing. 
Setelah sertifikat dan surat selesai telah dibuat, praktikan ditugaskan 
untuk meminta tanda tangan Bapak Walidi, S.IP., M.A.P., selaku Kepala 
Bidang Perencanaan Diklat untuk mendapatkan persetujuan dan 
pengkoreksian surat selesai dan sertifikat jika terdapat kesalahan, dan 
setelahnya akan meminta pesertujuan Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, 
S.H.,M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK 
DPR RI untuk meresmikan sertifikat peserta Magang/PKL dan dinyatakan 





C. Kendala yang Dihadapi 
Dalam melakukan pekerjaan tentunya tidak terlepas dari kendala 
dalam proses pengerjaannya. Begitupun dengan yang dihadapi oleh 
praktikan di Bidang Perencanaan Diklat Setjen dan BK DPR RI. Praktikan 
berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik yaitu dengan tepat waktu 
dan dengan hasil yang memuaskan. Namun, dalam melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) praktikan mengalami kendala, sebagai berikut: 
1. Kendala Praktikan 
a. Dalam proses pelayanan pada Bagian Perencanaan Diklat Setjen 
dan BK DPR RI praktikkan mengalami sedikit kesulitan dalam 
menyampaikan pengarahan kepada peserta 
PKL/Magang/Penelitian, dikarenakan banyaknya pertanyaan 
yang diajukan terkait pelaksanaan PKL/Magang/Penelitian. 
b. Praktikan merasa gugup saat menyampaikan pembekalan 
pengarahan kepada calon peserta Magang/PKL yang menanyakan 
mengenai alur Magang/PKL di Setjen dan BK DPR RI karena 
kurangnya kemampuan komunikasi yang dimiliki praktikan.  
c. Praktikan menemukan kesulitan ketika awal melaksanakan 
pekerjaan, secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan tidak ada masalah dan telah sesuai. Namun, ada sedikit 
kendala diawal praktik kerja lapangan, praktikan melakukan 
kesalahan pada pembuatan surat selesai dan pembuatan sertifikat 
yang kurang teliti, hal ini dikarenakan praktikan masih kaku dan 
28  
 
belum terbiasa dengan pekerjaan yang dilakukan. 
2. Kendala Pusdiklat 
a. Terbatasnya ruangan untuk bekerja membuat sulitnya tempat 
untuk menerima tamu dan penataan arsip. 
b. Terbatasnya tempat diklat dan ruangan rapat yang harus 
meminjam ruangan di Setjen dan BK DPR RI 
c. Kurangnya sumber daya manusia pada jabatan teknis analis diklat 
dalam melaksanakan pelayanan 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam melakukan suatu pekerjaan tentu memiliki kesulitannya masing-
masing, dan begitu pula akan memiliki kendalanya masing-masing. Namun 
kendala bukanlah menjadi penghambat dari setiap aktivitas yang dikerjakan, 
jika kendala tidak diatasi akan sulit untuk mengetahui dan memperbaiki 
kemampuan dalam mengambil tindakan kedepannya. Dengan adanya kendala, 
praktikan menjadi ingin lebih tahu dan semangat untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan yang diberikan. Selain itu, kendala juga dapat menjadikan suatu 
pengalaman yang nantinya akan membuat praktikan menjadi lebih baik lagi. 
Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala sebagai berikut: 
1. Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 
Kendala yang dialami praktikan diantaranya dalam penyampaian 
pengarahan kepada calon peserta Magang/PKL karena kurangnya 
kemampuan komunikasi yang dimiliki dan kurangnya ketelitian dalam 
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melaksanakan pekerjaan. Sehubungan dengan praktikan yang akan menjadi 
lulusan sarjana pendidikan, seorang guru harus dapat menguasai kelas dan 
bekomunikasi dengan baik dan benar. Dilihat dari tujuan komunikasi dalam 
pendidikan, komunikasi dalam pendidikan tidak hanya bisa mentransfer 
keilmuan kepada anak didik/kognitif, tetapi bagaimana mampu merubah 
sikap, perilaku anak didik/affective (Kurniawan, 2018). Praktikan mengatasi 
kendala dengan berupaya melatih kemampuan komunikasi dengan memilih 
bahasa yang tepat, meningkatkan kemampuan percaya diri agar tidak gugup 
dalam berbicara, dan melatih bahasa tubuh dalam menunjang komunikasi. 
Praktikan berupaya untuk teliti dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan 
mengkoreksi kembali pekerjaan yang telah selesai agar tidak tejadi 
kesalahan. 
2. Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Diantara kendala yang ada yaitu terbatasnya ruangan kerja, ruang 
rapat dan ruang diklat membuat sulitnya tempat untuk menerima tamu dan 
kegiatan rapat, juga penataan arsip yang masih belum tertata karena tempat 
kerja yang sempit dan lemari yang penuh. Didasarkan pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, standarisasi sarana dan 
prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, 
perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas. Sarana kerja adalah 
fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang 
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ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan 
dinas. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi 
menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam 
meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti 
gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi (Permendagri, 2006).  
Dalam kaitannya dengan kendala ada pada Pusdiklat, yaitu belum 
optimalnya pengadaan sarana dan prasarana kantor seperti terbatasnya 
ruangan kerja, ruangan rapat dan tempat diklat yang tidak cukup memuat 
banyak peserta. Maka, berdasarkan peraturan pemerintah tersebut Pusdiklat 
Setjen dan BK DPR RI harus melakukan pengadaan dan pengusulan sarana 
dan prasarana lebih baik lagi serta diperlukan perluasan ruangan kerja agar 
arsip yang ada juga akan dapat tertata rapi. 
3. Menambah Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia dalam Melakukan 
Pekerjaan 
Pada Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI khususnya bagian tempat 
praktikan PKL Bidang Perencanaan Diklat, terlihat kurangnya sumber daya 
manusia dalam melaksanakan pekerjaan karena pada jabatan Analis Diklat 
yang mengurus pelayanan peserta Magang/PKL hanya 1 (satu) pegawai dan 
kurangnya jabatan fungsional Widyaiswara dalam membuat kurikulum dan 
modul. Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, sosial, pemerintahan 
mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan 
tertentu dengan mempergunakan sumber daya yang ada pada organisasi. 
Hal mendasar yang paling penting dalam mencapai organisasi adalah 
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sumber daya manusia, karena sumber daya manusia memegang peranan 
penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berhasil atau 
tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, manusia selalu berperan aktif dan selalu 
dominan dalam setiap aktifitas organisasi, karena manusia menjadi 
perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi 
(Samsuni, 2017). Berkaitan dengan kendala yang ada pada Pusdiklat 
mengenai kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan Magang/PKL, 
pembuatan kurikulum dan pembuatan modul. Upaya yang dapat dilakukan 
oleh Pusdiklat bersamaan dengan Bidang Kepegawaian Setjen dan BK DPR 
RI, seperti menambah jumlah tenaga kerja dalam menghandle pelayanan 
Magang/PKL, melaksanakan tugas administrasi dan pembuatan kurikulum 
beserta modul di Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI. Namun, pegawai atau 
tenaga kerja tersebut harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan 
bidang kerjanya.. 
E. Analisis SWOT 
 
Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen 
perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu 
dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, 
baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangkan panjang. SWOT adalah 
singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities 





Kekuatan dari Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI diantaranya adalah 
didukung anggaran yang memadai atau cukup. Anggaran yang diberikan 
kepada Pusdiklat terbilang cukup memadai karena memang Pusdiklat 
membutuhkan banyak anggaran untuk memberikan pendidikan dan 
pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk CPNS Setjen dan BK 
DPR RI. Fasilitas untuk menunjang pekerjaan yang memadai mengikuti 
perkembangan industri 4.0, pelayanan yang jelas dan ramah, dan tempat 
diklat yang mudah dijangkau oleh pegawai yang mengikuti diklat. 
2. Weakness 
Kelemahan yang terdapat pada Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI yaitu 
jumlah sumber daya manusia yang kurang membuat pekerjaan tidak 
tertangani dengan efektif. Tempat rapat yang kurang memadai atau terbatas, 
file/berkas yang kurang teratur dikarenakan lemari yang penuh, sehingga 
tidak ada tempat untuk penataan arsip, dan kurangnya pendalaman 
kompetensi bagi pegawai, karena pegawai atau sumber daya manusia di 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI masih kurang maka pegawai masih 
membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pekerjaan seperti 
pembuatan modul dan kurikulum. 
3. Opportunity 
Peluang Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI diantaranya, semua bidang kerja 
membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan. Diklat bisa dilakukan secara 
kolaborasi dengan pihak eksternal atau di luar instansi pemerintah, seperti 
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Diklat untuk pelayanan kesehatan tenaga medis Setjen dan BK DPR RI yang 
berkolaborasi dengan Kementrian Kesehatan. Dapat menjadikan Pusdiklat 
Setjen dan BK DPR RI menjadi Pusdiklat terbaik dengan memberikan 
kinerja dan pelayanan yang baik, dan mampu mengembangkan e-leraning 
yang dapat diakses oleh publik dalam membantu menunjang pendidikan dan 
pelatihan. 
4. Threats 
Ancaman yang terdapat pada Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI adalah belum 
adanya akreditasi karena Pusdiklat ini masih terbilang baru berdiri tahun 
2016, dan syarat untuk mendapatkan akreditasi adalah harus melaksanakan 
minimal 5 (lima) kali Diklatsar (Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS & 
PNS) juga harus ikut andil dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang berkualitas. Turunnya kualitas Pusdiklat akibat sumber daya 
manusia yang tidak mengikuti diklat, karena sebenarnya pegawai juga harus 
dan masih membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk memperbarui 















Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat akademik 
perkuliahan. Program tersebut menjadi wadah untuk mahasiswa dalam 
mengenal lingkungan kerja mulai dari budaya hingga pembelajaran yang didapat 
selama menjalankan praktik. Kegiatan PKL yang praktikan lakukan selama 22 
(dua puluh dua) hari di Bidang Perencanaan Diklat Pusdiklat Setjen dan BK DPR 
RI memberikan banyak pelajaran bagi praktikan dalam pengimplementasian 
ilmu pendidikan yang telah dipelajari, khususnya dalam disiplin ilmu 
Perencanaan Pembelajaran dan Kajian Kurikulum. Dari hasil pemaparan di atas 
maka kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di  
Bidang Perencanaan Diklat Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI adalah sebagai 
berikut:  
1. Pratikan memperoleh serta dapat meningkatkan pengalaman dan 
pengetahuan dalam dunia kerja khususnya dalam bidang pendidikan dan 
pelatihan 
2. Praktikan dapat mengetahui rencana pendidikan dan pelatihan juga proses 
pembuatan kurikulum dan modul 
3. Pelaksanaan PKL ini bermanfaat sebagai sarana yang baik untuk melatih 
dan mempraktikan teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. 
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4. Kegiatan PKL ini juga melatih kedisiplinan, mental, profesionalitas, 
ketelitian dan kemandirian yang menjadi bekal diri praktikan untuk dapat 
turun dalam dunia kerja yang nyata. Maka, praktikan mengetahui 
bagaimana lingkungan yang ada dalam dunia kerja sehingga dapat 
menyesuaikan diri di Bidang Perencanaan Diklat Pusdiklat Setjen dan BK 
DPR RI. 
B. Saran 
1. Bagi Praktikan yang akan Menjalankan PKL 
Adapun berikut merupakan saran bagi praktikan yang akan melaksanakan 
kegiatan PKL: 
a. Praktikan untuk melakukan survey terlebih dahulu mengenai tempat 
PKL dan proses pengajuan PKL dari minimal 3 bulan sebelum 
pelaksanaan PKL; 
b. Praktikan harus proaktif dalam menggali informasi mengenai 
perusahaan atau instansi dimana kegiatan PKL dilaksanakan karena 
informasi tersebut akan mempermudah praktikan untuk memahami 
kegiatan yang akan dilakukan nantinya; 
c. Praktikan harus mempunyai kemampuan Microsoft Office ataupun 
software yang memadai, teliti, aktif, dan tidak malu bertanya apabila 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga 




2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Adapun berikut merupakan saran bagi Fakultas Ekonomi UNJ:  
a. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL 
dengan memulai menjalin kerjasama dengan instansi atau 
perusahaan untuk menjadi rekanan dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan yang dapat memperkenalkan nama universitas menjadi 
lebih luas lagi. Sehingga, mahasiswa setidaknya memiliki 
rekomendasi tempat PKL dari universitas tetapi tidak menutup 
kemungkinan untuk mahasiswa memilih tempat PKL nya sendiri; 
b. Pihak Fakultas harus meningkatkan pelayanan akademik khususnya 
dalam persiapan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. 
Sebaiknya pihak Fakultas jauh sebelum pelaksanaan PKL terlebih 
dulu melakukan pengarahan ke seluruh mahasiswa peserta PKL juga 
menentukan dosen pembimbing mulai dari jauh hari agar praktikan 
mendapatkan saran-saran mengenai apa saja yang harus 
dipersiapkan sebelum kegiatan PKL dengan jelas. 
3. Bagi Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 
Adapun berikut merupakan saran bagi Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI:  
a. Mempertahankan serta meningkatkan hubungan kerja sama yang 
baik antar sesama karyawan maupun antar karyawan dengan atasan; 
b. Dapat memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk memiliki 
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Lampiran 9: Tampilan Brosur PKL/Magang 
















































Lampiran 13: Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kurikulum dan Modul 












Lampiran 15: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Laporan PKL 
 
